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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan
program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran
hasil utama vyaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi/institusi, pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka
mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri
PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Kementerian Kesehatan telah berkomitmen melakukan upaya percepatan
pencegahan korupsi dan mewujudkan Aparatur Kementerian Kesehatan RI yang Bersih dan
Melayani melalui pencanangan Zona Integritas serta membangun birokrasi yang kuat,
akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik. Komitmen tersebut secara nyata
diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Pencanangan Zona Integritas yang
dilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kementrian Kesehatan telah menunjuk unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang
memperoleh predikat Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani) yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja
lainnya termasuk salah satunya adalah Poltekkes Mataram. Predikat Menuju WBK adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat
Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja
yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
publik. Pemilihan unit Kkerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat Menuju
WBK/Menuju WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya
adalah setingkat eselon | sampai dengan eselon |, dianggap sebagai unit yang
penting/strategis dalam melakukan pelayanan public, mengelola sumber daya yang cukup
besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit
kerja/satuan kerja tersebut.

Poltekkes Mataram sebagai salah satu  unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan



PPSDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang
kesehatan pada jenjang program Diploma lll dan/atau Program Diploma IV. Peran Poltekkes
Mataram selaku institusi tersebut tentunya banyak didukung oleh sumber daya manusia di
Poltekkes Mataram yang dalam hal ini sesuai dengan program kebijakan pemerintah saat ini di
tahun 2015 s.d 2019 ikut andil dalam revolusi mental bagi seluruh penggerak birokrasi di
Indonesia.

Kemajuan teknologi tentunya membawa perubahan-perubahan yang cepat dan
signifikan pada institusi pendidikan termasuk Poltekkes Mataram sebagai salah satu institusi
pendidikan tenaga kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan
dan daya saing lulusannya dalam meraih peluang di lapangan pekerjaan merupakan tantangan
dan peran penting institusi untuk meningkatkan kualitas dan dituntut untuk memiliki kredibilitas

profesional yang tinggi.

1.2 Visi dan Misi Poltekkes Mataram Kemenkes RI
1.2.1 Visi

Penyelenggara terwujudnya tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan berdaya guna

di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan dalam waktu 4

tahun pada tahun 2018.

1.2.2 Misi

1. Meningkatkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang kompeten profesional
sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kuantitas
dan kualitas sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten profesional sesuai bidang
keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4. Mengembangkan program unggulan dalam kewirausahaan yang kompeten dan professional
sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan

5. Meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah/Kabupaten/Provinsi sesuai bidang keilmuan dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan dan layanan kesehatan.

1.2.3 Tujuan
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan,
kebidanan, gizi dan analis kesehatan.
2. Menghasilkan karya ilmiah/penelitian unggulan dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi
dan analis kesehatan.
3. Menghasilkan  karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan,

kebidanan, gizi dan analis kesehatan.
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Memenuhi sarana dan prasarana ruang kuliah pada program D3 dan D4 dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang
keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Memenuhi sarana dan prasarana laboratorium pada program D3 dan D4  dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang
keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Tersedianya sarana dan prasarana serta buku perpustakaan di Direktorat dan Jurusan
dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang
keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatkan ~ kemampuan manajemen SDM dalam penyelenggaraan administrasi
pendidikan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan
analis kesehatan.

Meningkatkan kemampuan manajemen dosen dalam penyelenggaraan administrasi
pendidikan dan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang
keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen keuangan dalam
penyelenggaraan administrasi pendidikan secara transparan dan akuntabel serta bebas
korupsi pada semua jenjang penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian pada
semua jenjang penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam
kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga
kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
/Kota/Provinsi dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan dalam memaksimalkan
pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis
kesehatan.

Meningkatkan kerja sama dengan RS Swasta Daerah dan Nasional dalam penyelengaraan
pendidikan dan pemenuhan formasi dalam memaksimalkan pemenuhan formasi
ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan.
Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan negeri dalam penyelenggaraan
pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.

Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan swasta dalam penyelenggaraan
pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.

Menijalin kerja sama internasional/luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan

bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.

1.4 Tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Poltekkes Mataram

Kemenkes RI



Tujuan secara umum yaitu meningkatkan kinerja pelayanan di Poltekkes Mataram Kemenkes
RI sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan menjadi lebih professional, efektif dan efisien
melalui pendekatan yang sistematik untuk mencapai tata kelola institusi pemerintahan yang
baik dan menciptakan aparatur Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab serta
selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik
khususnya bagi peserta didik dan bagi masyarakat/publik.

1.5 Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode 2015 - 2019, antara
lain sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 — 2019

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025

5. Keputusan Mendiknas Nomor : 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian
dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor : HK.02.03/1.2?06284/2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

7. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kemenkes Nomor : HK.00.06/I/111/2/2480/2012 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik kesehatan

Kementerian Kesehatan

1.7 Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Zona integritas di Poltekkes Mataram

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mengiringi upaya
pencapaian visi dan misi Poltekkes Mataram yang dilaksanakan dengan melibatkan semua
aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Poltekes
Mataram antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan pembangunan Zona Integritas,
komitmen yang tinggi dari pimpinan yang selalu didapatkan, ditandai dengan
penandatangan fakta integritas kesiapan Poltekkes Mataram untuk melaksanakan
Pembangunan Zona Integritas, serta pelaksanaan perubahan yang menjadi fokus prioritas
kegiatan kegiatan Poltekkes Mataram pada bulan April 2015.

2. Internalisasi dan sosialisasi pembangunan Zona Integritas melalui integrasi kegiatan
utamanya terkait revolusi mental pada seluruh sivitas akademika Poltekkes Mataram. Pada

hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Poltekkes Mataram merupakan



program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan
tujuan utama untuk kepentingan masyarakat

Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung perubahan. Keterlibatan seluruh
sivitas akademika dan komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen
Poltekkes Mataram untuk mensukseskan Pembangunan Zona Integritas di Poltekkes
Mataram. Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan
peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan

sarana.

4. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara konsisten.

5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan.

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi

pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan

menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan

evaluasinya



BAB I
GAMBARAN UMUM DAN PENCAPAIAN

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram merupakan Perguruan Tinggi di bawah
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK, dan dalam melaksanakan tugas teknis,
secara fungsional Direktur dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga
Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram berdiri berdasarkan surat Keputusan
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298 / Menkes —Kesos / SK / IV / 2001
tanggal 16 April 2001.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sampai saat ini memiliki empat jurusan yang
menyelenggarakan Program Studi Diploma Il dan Program Studi Diploma IV sebagai berikut:
1. Jurusan Keperawatan
a. Program Studi Diploma Il Keperawatan Mataram
b. Program Studi Diploma IV Keperawatan Mataram
c. Program Studi Diploma lll Keperawatan Bima
d. Program Studi Diploma IV Keperawatan Bima
2. Jurusan Kebidanan
a. Program Studi Diploma Ill Kebidanan
b. Program Studi Diploma IV Kebidanan
3. Jurusan Gizi
a. Program Studi Diploma lll Gizi
b. Program Studi Diploma IV Gizi
4. Jurusan Analis Kesehatan
a. Program Studi Diploma lll Analis Kesehatan
b. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan
Seluruh Jurusan yang diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Mataram telah terakreditasi
oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan BAN PT

dengan nilai dan strata seperti berikut :



Tabel 1.1

Nilai dan Strata Akreditasi Politeknik Kesehatan Mataram Berdasarkan Jurusan

AKREDITASI KEMENKES

AKREDITASI BANPT/LAM-PTkes

NO NAMA PRODI
STRATA | NILAI | NO SK PUSDIKLATNAKES | TANGGAL STRATA | NILAI | NO TANGGAL
Dl Keperawatan . 0308/LAM-
1 Mataram A 87,50 | HK.06.01/1V/3/01374/2010 9 Juli 2010 B PTkes/AKI/Dip/l/2016
Sedang proses
2 DIV Keperawatan A 87,50 | HK.06.01/111/3/02498/2011 30 Desember 2011 akreditasi LAM-
PTKes
. . 0320/LAM-
3 DIll Keperawatan Bima | B 86,65 | HK.06.01/1V/3/01271/2010 9 Juli 2010 C PTkes/AKI/Dip/l/2016
Dl Kebidanan . 0334/LAM-
4 Mataram A 87,85 | HK.06.01/IV/3/01373/2010 9 Juli 2010 B PTkes/AKI/Dip/l/2016
. Sedan roses
5 | DIV Kebidanan | 87,40 | HK.06.01/111/3/02499/2011 | 30 Desember 2011 akreditasi | LAM.
Mataram
PTKes
771/SK/BAN-
6 DIl Gizi Mataram A 88,80 | HK.06.01/1V/3/01372/2010 9 Juli 2010 B PT/Akred/Dpl- 10 Juli 2015
[1/V11/2015
Sedang proses
7 DIV Gizi Mataram A 88,01 | HK.06.01/111/3/02497/2011 30 Desember 2011 akreditasi LAM-
PTKes
DIl Analis Kesehatan . 340/SK/BAN- .
8 A 87,12 | HK.06.01/IV/3/01373/2010 9 Juli 2010 B 306 PT/Akred/Dpl- 09 Mei 2015
Mataram
[1/V/2015
376/SK/BAN- Sedang proses
9 DIV Analis Kesehatan | - - - - C 274 PT/Akred/Dpl- akreditasi LAM-
IV/1X/2014 PTKes




Akreditasi Program Studi dari masing-masing jurusan diatas telah diakui oleh
Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI yang didasari dengan terlebih dahulu
melalui uji petik akreditasi oleh Dirjen Dikti didampingi Badan PPSDM Kesehatan RI dan
diakreditasi oleh BAN-PT setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir. Melalui Surat
Keputusan (SK) nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah 91,73 (predikat AA).

Poltekkes Kemenkes Mataram adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM
Kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Direktur. Poltekkes Kemenkes Mataram mempunyai
tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program
Diploma Ill dan/atau Program Diploma IV. Poltekkes Kemenkes Mataram mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan;

2. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas
dan tanggungjawabnya;

4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika;

5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes Mataram terdiri atas :
1. Unsur pimpinan :
1.1 Direktur
1.2 Pembantu Direktur |
1.3 Pembantu Direktur Il
1.4 Pembantu Direktur 1lI
2. Senat
3. Unsur pelaksana administratif :
3.1 Kepala Sub. Bagian Administrasi Akademik, Perencaan dan Sistem Informasi (Sub
bagian ADAK dan Persin)
a. Kaur akademik
b. Kaur kemahasiswaan
c. Kaur sistem informasi
3.2 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Sub bagian
ADUM)
. Kaur keuangan

. Kaur kepegawaian

. Kaur akuntansi dan pelaporan

a
b
c. Kaur umum
d
e. Kaur humas dan kerjasama
f.

Kaur Barang Milik Negara

10



4.

7.

organisasi berdasarkan organisasi dan tata laksana Poltekkes Kemenkes adalah sebagai

Unit utama :

4.1 Penelitian

4.2 Pengabdian kepada masyarakat
4.3 Penjaminan mutu

4.4 Laboratorium

4.5 Perpustakaan

4.6 Bengkel kerja/workshop

. Unit penunjang :

5.1 Data dan Komputer

5.2 Pemeliharaan & Perbaikan
5.3 Kerjasama

54 Gratifikasi

5.5 Pengembangan Pendidikan

. Unsur pelaksana akademik :

6.1 Jurusan Gizi
6.2 Jurusan Perawat
6.3 Jurusan Analis

6.4 Jurusan Kebidanan

Dengan perangkat masing-masing Jurusan terdiri atas :
Ketua Jurusan

. Sekretaris Jurusan

. Ketua Program Studi D IV
. Sekretaris Prodi D Il
Sekretaris Prodi D IV

g. Koordinator Akademik Jurusan

a.
b
c. Ketua Program Studi D 1l
d
e
f.

h. Koordinator Kemahasiswaa Jurusan

Kelompok dosen/tenaga fungsional.

Adapun deskripsi tugas pokok dan fungsi dari setiap unittkomponen yang ada dalam struktur

berikut :

1.

Direktur :

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,

pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi melalui tatanan organisasi sesuai
dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya;

. Pembantu Direktur :
2.1 Pembantu Direktur | (Pudir I) Bidang Akademik: membantu Direktur dalam pelaksanaan

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

11

pengabdian kepada masyarakat,



2.2 Pembantu Direktur 1l (Pudir II) Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan
Kepegawaian: membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian;

2.3 Pembantu Direktur 1l (Pudir Ill) Bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta
melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan yang terstruktur dalam
kurikulum.

. Senat Poltekkes :

a. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes

sesuai peraturan perundangan;

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta
kepribadian civitas akademika sesuai peraturan perundangan;

c. Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes;

d. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;

e. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
pada Poltekkes Kemenkes;

f. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes berkenaan dengan dosen yang
dicalonkan memangku jabatan akademik;

g. Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon
yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur;

h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan
pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes karena berakhirnya
masa jabatan atau karena alasan lain

. Kasub Bagian ADAK dan Persin:

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi

adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan

sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur
dan secara teknis-fungsional dibina oleh Pudir I. Khusus untuk urusan kemahasiswaan
secara teknis fungsional dibina oleh Pudir lll. Subbag ADAK dan Persin terdiri atas:

a. Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi
pendidikan;

b. Urusan Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta
melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan yang terstruktur dalam
kurikulum;

c. Urusan Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas mengkoordinir
kegiatan perencanaan program dan sistem informasi institusi pendidikan.

. Kasub Bagian UMUM, keuangan dan kepegawaian:

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian adalah unsur pembantu

pimpinan di bidang umum, keuangan, BMN dan kepegawaian yang berada di bawah dan
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bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Pudir II.

Sub bagian Umum, keuangan dan kepegawaian terdiri atas:

a. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan

surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan;

b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan

kegiatan keuangan;

c. Urusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan Barang Milik

Negara;

d. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan

kegiatan kepegawaian;

e. Urusan hubungan masyarakat melaksanakan tugas di bidang kehumasan

. Unit utama:

6.1 Penelitian:

Tugas: menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan; fungsi:

a.
b.

C.

d.
e.
f.

g.

Pelaksanaan penelitian dasar dan terapan;

Pengamalan limu pengetahuan dan teknologi;

Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam
maupun di luar Poltekkes Kemenkes Mataram dalam rangka penelitian.

Publikasi hasil Penelitian

Mengkoordinir Komite Etik

Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian ;dan

Melakukan koordinasi diantara Sub Unit Penelitian di masing-masing jurusan.

6.2 Pengabdian kepada masyarakat:

Tugas: menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; fungsi:

a.

Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;

. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan;

Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam

maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam Pengabdian masyarakat;

. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pengabdian Masyarakat;

. Melakukan koordinasi diantara Sub Unit Pengabdian Masyarakat di masing-masing

jurusan.

6.3 Penjaminan mutu:

Tugas: melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistimatis dan

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka

waktu yang jelas; fungsi:

a.

Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di
Poltekkes;

Penyusun perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu, dokumen
akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu

akademik;
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c. Pengembang sistem informasi penjaminan mutu akademik;

d. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik;

e. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik;

f. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;

g. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Penjaminan Mutu di masing-masing jurusan.

6.4 Laboratorium:

Tugas: memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun fungsinya:
Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan bahan laboratorium;

. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium;

a.
b
c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium;
e. Pengembangan Laboratorium;
f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Laboratorium di masing-masing jurusan.
6.5 Perpustakaan:
Tugas: mernberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Fungsi:
. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka;

. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

a
b
c. Pemeliharaan bahan pustaka;
d. Pengembangan perpustakaan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan;
f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Perpustakaan di masing-masing jurusan.
6.6 Bengkel kerja/workshop:
Tugas: melayani praktek kerja mahasiswa dan/atau memproduksi berbagai jenis
barang/jasa sesuai dengan jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram. Adapun
fungsinya :
a. Penyediaan bahan dan peralatan Bengkel Kerja/Workshop ;
b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan Bengkel
Kerja/Workshop ;
c. Pengembangan bengkel kerja/workshop;
d. Produksi berbagai jenis barang/jasa;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Bengkel Kerja/Workshop ;
7 Unit penunjang:
7.1 Data dan komputer:
Tugas: mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan Informasi serta
memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Adapun fungsinya:
a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
b. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi;

c. Pemberian layanan dan pendayagunaan komputer;
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d.

e.

Pengembangan teknologi informasi;

Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Komputer;

7.2 Asrama:

Tugas: memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, dan membantu pembinaan

mahasiswa. Fungsi:

a
b
c.
d
e

. Penyediaan dan pengelolaan asrama,;

. Pemberian layanan dan pendayagunaan asrama;

Pemeliharaan Unit Asrama;

. Pengembangan Unit Asrama;

. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Asrama.

7.3 Pemeliharaan dan perbaikan:

Tugas: melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di

lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram. Fungsi:

a.

Pelaksanaan perbaikan sarana;

b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana;

c. Pengembangan pemeliharaan dan perbaikan;
d.
e
f

Pelaksanaan layanan perbaikan dan pemeliharaan sarana;

. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;

Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pemeliharaan dan Perbaikan di masing-

masing jurusan

7.4 Kerjasama:

Tugas: tugas menyelenggarakan kerja sama antar Perguruan Tinggi dan / atau badan

lainnya didalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam semua program. Fungsi:

a.
b.

C.

Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kerja sama;
Mempersiapkan format kerja sama
Menjalin kerjasama antar Jurusan di dalam Poltekkes Kemenkes dalam

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi di luar Poltekkes Kemenkes dalam

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

. Menjalin kerjasama antar Institusi atau Pemerintah Daerah di diluar Poltekkes

Kemenkes dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan
dan kepegawaian;
Menjalin kerjasama antar Jurusan di dalam Poltekkes Kemenkes dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni.

. Menjalin kerjasama antar Jurusan di Luar Poltekkes Kemenkes dalam kegiatan yang

terstruktur dalam kurikulum.

. Pelaksanaan tata usaha Unit Kerjasama

Kegiatan Pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM di poltekkes

Kemenkes Mataram diawali dengan penerbitan Surat Keputusan pembentukan Tim Kerja

Manajemen Perubahan . Melalui SK tersebut tim menyusun agenda kerja dan melaksanakan
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sosialisasi kepada sivitas akademika terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan
mengajak seluruh civitas untuk melakukan perubahan dari kebiasaan di institusi birokrasi yang
dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan
lainnya menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu mengevaluasi
dan menegakkan disiplin pegawai dan mahasiswa. Dengan demikian diharapkan ada
perubahan yang fundamental baik bagi pegawai, pimpinan unit dan atasan langsung dalam
upaya menciptakan budaya kerja yang bersih, akuntabel, efektif dan efesien.

Sebagai institusi pemerintahan yang menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan
lulusan tenaga kesehatan yang professional Poltekkes Mataram sesuai dengan visi dan misinya
meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pencapaian
Akreditasi dan pencapaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dengan predikat AA. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan untuk melihat
efektivitas dan efisiensi sistem manajemen mutu telah dilakukan audit mutu internal secara
berkala setiap tahun. Selain itu telah dilakukan kaji ulang penyusunan SOP.
Keterbukaan/transparansi publik sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik diperlukan Standard Operating
Procedure (SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan tugas layanan dan untuk
memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, maka
Poltekkes Mataram telah memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik melalui telepon,
surat elektronik, faksimili, media sosial, maupun kotak saran. Situs resmi Poltekkes Mataram
(www.poltekkes-mataram.ac.id) menjadi sarana dalam penyampaian informasi public.

Menghadapi tantangan institusi pendidikan ke depan yang semakin komplek,beragam,
dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan infrastruktur, salah satunya melalui
penataan dan penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penataan dilakukan tidak hanya sebatas
penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya kerja,
kesejahteraan, serta seluruh system terkait aparatur yang didukung secara elektronisasi guna
pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pendidikan yang bermutu dan
professional

Guna mengetahui jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dalam rangka memperkuat
penanganan beban kerja pegawai Poltekkes Kemenkes Mataram setiap tahun melakukan
penghitungan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan Analisis Jabatan dan faktor
lingkungan strategi, sehingga terlihat Man Power Planning, baik kebutuhan secara kuantitas
dan kualitas yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai disampaikan ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan PPSDM sebagai usulan formasi, untuk selanjutnya
diberikan Persetujuan Prinsip yang berisi jumlah dan alokasi formasi dari KemenPANRB, dan
dilakukan proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun mulai tahun 2014,
penyampaian usulan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB mulai diuji coba dengan
menggunakan aplikasi e-formasi. Pada tahun 2015 terdapat kebijakan nasional berupa
moratorium atau penghentian sementara penerimaan atau pengangkatan CPNS sebagaimana
pada tahun 2011. Dengan adanya kebijakan ini, maka Poltekkes Mataram berusaha tetap
meningkatkan mutu dan melakukan penataan dan pengembangan kepegawaian yang sudah

ada, guna menyikapi kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi secara ideal termasuk
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menerima tenaga kontrak yang diambil dari alumni dengan prestasi terbaik untuk mendapatkan
tenaga yang berintegritas tinggi, profesional, dan berkompeten, maka pengadaan / rekrutmen
dilakukan secara transparan, obyektif, dan adil. Untuk meningkatkan kompetensi kompetensi
pegawai dan Dosen di Poltekkes Mataram telah dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan
berbasis kompetensi melalui program Tugas Belajar dan ljin Belajar. Selain melalui pendidikan
lanjutan, Poltekkes Mataram juga menyelenggarakan seminar, workshop dan pelatihan.

Dalam penerapan prestasi kerja pegawai, Poltekkes Mataram telah menerapkan
penilaian melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku sehingga kinerja individu
dapat lebih terukur dan objektif. Pada tahun 2014 mulai dilaksanakan secara penuh sampai
dengan sekarang. Poltekkes Mataram telah melakukan evaluasi terhadap penilaian prestasi

kerja pegawai.
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BAB llI
PROGRAM DAN TARGET PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

1. Manajemen Perubahan
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan suatu terobosan baru dalam
program penataan pola pikir dan budaya kerja. Dengan diterapkannya strategi yang baru ini
dalam menginternalisasi nilai-nilai dan kode etik pegawai Poltekkes Mataram. Diharapkan dapat
mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja institusi, pola pikir, dan
budaya kerja individu/unit kerja ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan pada tahap
berikutnya, budaya kerja dapat menjadi culture management system, yakni suatu elemen atau
perangkat terukur yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai suatu alat manajemen
untuk pencapaian tujuan. Rencana Tindak Lanjut Manajemen perubahan meliputi pembentukan
tim perubahan dan Penyusunan Roadmap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Tahun 2015-2019. Direktur Poltekkes Mataram menginstruksikan Tim untuk melakukan
sosialisasi dan internalisasi road map pembangunan Zona Integritas tahun 2015-2019, dan
menyampaikan data dukungnya (berupa undangan, daftar hadir, presentasi) ke Tim Pelaksana.
Selain itu dilakukan update tentang Pembangunan Zona Integritas di website Poltekes
Mataram yang lebih bersifat komunikatif sehingga mampu memberikan perubahan revolusi
mental pada seluruh sivitas akademika di Poltekkes Mataram.
Manajemen perubahan terdiri dari indikator sebagai berikut :
a. Penyusunan Tim kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
2. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/\WBBM
3. Penentuan anggota tim selain pimpinan melalui prosedur/mekanisme yang jelas
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/MWBBM
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Penyusunan dokumen rencana Kkerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/MWBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/MWBBM harus disediakan
c. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Mengacu pada target yang direncanakan
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2.

3.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut :

1.

Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas

Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh sivitas akademika
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

Target Prioritas yanqg dicapai dalam rencana aksi manajemen perubahan meliputi :

1.

Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan dan bekerja sesuai tupoksi dan rencana
kerja yang telah disusun dengan baik

Meningkatnya komitmen seluruh sivitas akademika baik pimpinan, seluruh staf,
dosen,tenaga pendidik, mahasiswa di Lingkunagn Poltekkes Kemenkes Mataram
dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Poltekkes

kemenkes mataram sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM

2. Penguatan Tata Laksana

Hasil yang diharapkan dari program penguatan tata laksana, antara lain:

a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

b.
c.
d.

cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;

Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa,

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang baik.

Adapun indikator rencana aksi program penguatan tata laksana adalah :

a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama meliputi :

C.

1.

2.
3.

Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada pelayanan pendidikan
vokasi

Penerapan SOP

Evaluasi/Perbaikan SOP

E-office/e-government

1.
2.
3.

Penyusunan system pengukuran kinerja berbasis sitem informasi
Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi

Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi

Keterbukaan informasi public

1.

penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public
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2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

Taget rencana aksi Penataan tatalaksana meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan pendidikan vokasi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram
sesuai dengan SOP dan pedoman pendidikan

2. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pelayanan
pendidikan di zona integritas menuju WBK/WBBM

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pelayanan pendidikan vokasi
di zona integritas menuju WBK/WBBM

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
ASN merupakan modal yang sangat penting dalam suatu organisasi, selain karena
mempunyai rate of return tertinggi, juga karena merupakan mesin penggerak organisasi.
Kaitannya dengan peran ASN dalam suatu organisasi maka perlu dikembangkan
manajemen ASN untuk mewujudkan ASN di Poltekkes Kemenkes Mataram yang
berkualitas,memiliki kompetensi yang diharapkan, dan berperilaku sesuai budaya kerja
dalam mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Mataram. Bersamaan dengan itu
diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam
tugas-tugas pengawasan, maupun tugas dalam layanan public berkaitan dengan layanan
dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
Indikator rencana aksi Penataan Sistem Manajemen SDM meliputi :
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan
hasil analisis beban kerja
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya
b. Pola Mutasi internal
1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat)
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi
d. Penetapan Kinerja individu
1. Penerapan penetapan kinerja individu
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari
penetapan,implementasi dan pemantauan

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai
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Sistem informasi kepegawaian yaitu pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan

secara berkala.

Target rencana aksi Penataan Sistem Manajemen SDM meliputi :

1.

Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Poltekkes Kemenkes Mataram
sebagai zona Integritas menuju WBK/WBBM

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Mataram

Meningkatkan disiplin, efektifitas dan profesionalisme SDM di Lingkungan Poltekes

Kemenkes Mataram sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator rencana aksi penguatan Akuntabilitas Kinerja meliputi :

a. Penetapan dan penerapan pedoman SAKIP

1.
2.

Penyusunan dan penetapan pedoman SAKIP
Sosialisasi pedoman SAKIP

b. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan pemantauan akuntabilitas kinerja

C.

1.
2.
3.

Pemimpin terlibat secara langgsung dalam penyusunan perencanaan
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1.
2.

o 0k~ w

Penyusunan dokumen perencanaan
Dokumen perencanaan berorientasi hasil
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja memiliki criteria SMART
Penyusunan Laporan Kinerja

Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Target prioritas rencana aksi Penguatan Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1.
2.

Meningkatkan kinerja di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram

Meningkatkan Akuntabilitas institusi Poltekkes kemenkes Mataram

5. Penguatan Pengawasan

Indikator rencana aksi Penguatan Pengawasan meliputi :

a. Pengendalian Gratifikasi

b.
c.
d.

e.

Penerapan System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengaduan Masyarakat

Whistle Blowing System

Penanganan Benturan Kepentingan

Target prioritas rencana aksi Penguatan pengawasan meliputi :
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1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara dan layanan
pendidikan vokasi oleh masing-masing Urusan/Unit/Jurusan/Prodi di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Mataram

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara dan layanan pendidikan vokasi
di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram

3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara di Poltekkes
Kemenkes Mataram

4. Meningkatkan Layanan pendidikan vokasi tanpa penyalahgunaan wewenang di
Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator rencana aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan public antara lain :
a. Standar pelayanan
1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
3. Melakukan revisi dan perbaikan standar pelayanan dan SOP
b. Budaya Pelayanan Prima
1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity bulding dalam
upaya penerapan budaya pelayanan prima
Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Memiliki system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan
c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

2. Melakukan analisis hasil survey dan melakukan tindak lanjut

Target prioritas rencana aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain :

1. Meningkatkan kual;itas pelayanan public (lebih efektif, efisien dan profesionalisme) di
Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram

2. Meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan
pelayanan pendidikan vokasi oleh Poltekkes Kemenkes mataram

3. Meningkatka mutu dan penyerapan lulusan oleh pengguna lulusan Poltekkes Kemenkes

Mataram
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BAB IV
PENUTUP

Poltekkes mataram melaksanakan Pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM
secara bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Pola pikir pencapaian secara operasional
dimulai dari mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas visi dan misi Poltekkes Kemenkes Mataram. Kebijakan dilaksanakan melalui Manajemen
perubahan, penataan dan penguatan tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta
didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan institusi pendidikan
vokasional yang professional dan berintegritas. Melalui manajemen perubahan utamanya
revolusi mental, implementasi hal-hal tersebut di Poltekkes Mataram diharapkan akan
mengubah mind set dan cultural set sivitas akademika Poltekkes Mataram ke arah budaya yang
lebih profesional, produktif, dan akuntabel. Proses dan sasaran Pembangunan ZI berorientasi
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menuju kondisi profil yang diharapkan pada
tahun 2025.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Poltekkes Mataram terus mengiringi upaya
pencapaian visi, misi, dan kinerja Poltekkes Mataram yang dilaksanakan dengan penuh
semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung antara lain revolusi mental. Revolusi
mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan
dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di berbagai aspek sejalan
dengan sasaran utama revolusi mental yakni untuk mengubah mindset dan culture set dari
dilayani menjadi melayani.

Dokumen road map pembangunan ZI Poltekkes mataram tahun 2015 - 2019
merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh
jajaran Poltekkes Mataram. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang
tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Tim Pelaksana untuk melaksanakan
berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya
masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga

terjalin keterpaduan pelaksanaannya.
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RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM KEMENKES RI
TAHUN 2016-2020

PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI
PROGRAM AREA WAKTU K
PERUBAHAN SASARAN/ INDIKATOR TARGET RENCANA AKSI/ KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 E
PELAKSANA | KINERJA wojm [V | [n v wm v [ wm |
MANAJEMEN PERUBAHAN
Pembentukan Pimpinan Penetapan Terbentuk - Penyusunan Tim April
Tim Manajemen | dan staf Tim Tim Manajemen Perubahan
Perub.ahan Poltekkes Manajemen Manajemen _ |~ Penetapan SK Tim kerja April
menuju Mataram Perubahan Perubahan di
Pembangunan dan efektifitas | Poltekkes - Menyusun tl'JgaS dan Mei
Zona Integritas mekanisme Kemenkes rencana Kerja
(z1) kerja Tim Mataram - Melaksanakan Mei
Sosialisasi manajemen Juni
perubahan
- Penandatanganan fakta April
integritas WBK pada
saat HUT Poltekkes
Penyusunan Tim Tercapainya Tersusunnya | - Penyusunan Road Map April
Strategi Manajemen | pelaksanaan dokumentasi pelaksanaan manajemen
manajemen Perubahan rencana manajemen perubahan 2016-2020
perubahan perubahan perubahan - Sosialisasi arah Juni
menuju sesuai renstra | menuju perubahan sesuai renstra
Pembangunan dalam Road Pembanguna
Zona integritas Map nZl di
Poltekkes
Mataram
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Monitoring dan | Tim Ada laporan Terlaksanany | - Menyusun instrument
evaluasi Manajemen | pelaksanaan a kegiatan monitoring pelaksanaan
Perubahan | kegiatandan | monitoring pembangunan Zona
laporan dan evaluasi Integritas di wilayah
sosialisasi kegiatan poltekkes Mataram
pembanguna | _ Melaksanakan
nZona Monitoring Kegiatan
Integritas di | manajemen perubahan
wilayah - Menyusun laporan
poltekkes Evaluasi Kegiatan
Mataram Manajemen perubahan
secara
periodik
Perubahan Pola | Seluruh Meningkatnya | Terlaksanany |- Meningkatkan
Pikir dan Budaya | sivitas perspektif a sosialisasi komunikasi internal
kerja melalui akademika | dan komitmen | manajemen antara pimpinan dan
sosialisasi dan seluruh perubahan pegawai tentang
internalisasi jajaran kepada perubahan pola pikir dan
manajemen Poltekkes seluruh budaya kerja
perubahan Mataram sivitas - Sosialisasi Program
terhadap akademika pembangunan Zona
pelaksanaan | menuju Integritas (ZI) kepada
perubahan pembanguna seluruh sivitas
dalam nZl akademika melalui
membangun kegiatan sosialisasi,
IZona _ website dan Banner
ntegritas - Sosialisasi WBK oleh
menuju .
WBK/WBBM irjen _ke:\pada tenaga
berdasarkan pendldl_k _dan
hasil survey kependidikan

Sosialisasi PBAK oleh
tim BPK pada Kegiatan
PPSM
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Terjadinya
perubahan
pola pikir dan
budaya kerja
pada seluruh
sivitas
akademika

- Peningkatan kapasitas
SDM melalui
pelaksanaan pelatihan,
outbound dan kegiatan
capacity buiding

PENATAAN TATA LAKSANA

1. | Penyusunan SOP | Kegiatan Kesusuaian Tersedianya |- Menyusun SOP
Penyelenggaraan | utama dalam | SOP unit dokumen berdasarkan peraturan
tugas dan fungsi | seluruh unit | kerja dengan | SOP yang berlaku

kerja pelaksanaan | penyelengga |- Melakukan sosialisasi
Poltekkes | tugas pokok | raantugas | SOP di semua unit kerja
Mataram danfungsi | danfungsi [~ Menerapkan SOP pada

melalui yang semua unit kerja

monitoring | disahkan [ "\elakukan evaluasi

dan evaluasi .

perbaikan SOP

atas

penerapan

SOP

2. | Pembangunan Pimpinan Peningkatan | Tersedianya |- Mengidentifikasi
dan dan unit kualitas data | E- pengembangan kegiatan
Pengembangan | terkait dan Government | yang akan dibangun
E-Government peningkatan | di Poltekkes | secara elektronik

pemanfaatan | Mataram (SIAKAT)
E- - Melaksanakan system
Government

pengukuran Kinerja
berbasis sistim informasi
(SKP)

- Melaksanakan system
kepegawaian berbasis
system informasi
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- Mengoptimalkan system
informasi public yang
dimiliki Poltekkes
Mataram

- Malakukan sosialisasi
penerapan E-
Government kepada
stakeholders

- Melakukan pelatihan
pengoperasian E-
Government

3. | Penerapan Sivitas - Melaksanakan kebijakan
Keterbukaan akademika tentang keterbukaan
Informasi publik | dan informasi public

stakeholders - Sosialisasi Aplikasi
Keterbukaan Informasi
public yang digunakan
ke suluruh unit kerja
- Melaksanakan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan

Il | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. | Penataan system | Bidang Menghasilkan | Terbangun |- Penyiapan bahan dan
rekrutmen Kepegawaia | system nya system | dokumen peraturan
pegawai n rekrutmen rekutmen rekrutment

ang lebih —
yang. yang - Analisis rencana
efektif dan terbuka .

fisi : ' kebutuhan pegawai
erisien sesual transparan .
d melalui pengembangan

engan akuntabel datab .
persayaratan | glan atabase pegawai
kompetensi berbasis - Penetapan tim dan

prosedur rekrutmen
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dan
penempatan
pada unit
kerja

kompetensi

- Pelaksanaan proses
seleksi

- Sosialisasi dan
penyebaran informasi
rekrutmen

Penataan Pola Bidang Pelaksanaan Tertatanya |- Menyusun kebijakan pola
Mutasi internal Kepegawaia | mutasi Pola mutasi internal
n internal sesuai | Mutasi - Menerapkan kebijakan
dengan internal pola mutasi internal
kebutuhan, sesuai - Melaksanakan
pemetaandan | aturanyang | monitoring dan evaluasi
kompetensi berlaku pelaksanaan pola mutasi
pegawal internal
Pengembangan | Seluruh Penyusunan Terbangun |- Melaksanakan pemetaan
pendidikan dan | pegawai rencana diklat | nya system kebutuhan pendidikan
pelatihan dan dan proses dan pelatihan pegawai
pegawai berbasis peningkatan pendidikan berbasis kompetensi
kompetensi jumlah dan - Pelaksanaan
pegawaiyang | pelatihan diklat/kegiatan
mengikuti pegawai pengembangan profesi
diklatsesuai | berbasis |- Melaksanakan
kompetensi | kompetensi | monitoring dan evaluasi
nya dalam kegiatan pengembangan
pengelolaa profesi (diklat)
n kebijakan
dan proses
pembelajar
an
Penerapan Seluruh Tersedia Peningkata |- Sosialisasi system
sistem penilaian | pegawai indikator n kinerja penilaian Kinerja individu
kinerja individu kinerja individu
individu yang sesuai
terukur kompetensi
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- Penetapan kinerja
individu

- Pelaksanaan penilaian
Kinerja individu

- Pelaporan hasil penilaian
Kinerja individu yang
telah dilaksanakan

5. | Penegakan Seluruh Meningkatnya | Peningkata |- Penyusunan dan
Aturan pegawai Ketaatan n penetapan kode etik
Disiplin/Kode etik pegawai kedisiplina |- Sosialisasi aturan
Pegawai dalam n, kepegawaian
menerapkan | efektifitas |- Penerapan disiplin
aturanyang | manajemen | pegawai melalui absensi
ditetapkan dan kehadiran dan penilaian
profesionali | kinerja
sme SDM | penerapan sanksi/disiplin
dalam sesuai aturan yang
pembangun |  perlaku (contoh surat
anZI teguran, pemotongan
menuju tunjangan kinerja dan
WBK/WB lain-lain)
BM - Evaluasi penerapan kode
etik pegawai
IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. | Penetapan dan Tim Kerja Ditetapkan Peningkata |- Penyusunan dan
penerapan dan n kapasitas penetapan pedoman
pedoman SAKIP disosialisasika | dan SAKIP
n pedoman akuntabilita | - Sosialisasi pedoman
SAKIP s kinerja SAKIP
institusi
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Keterlibatan Jajaran Pimpinan Keterlibata |- Pemimpin terlibat secara
pimpinan dalam | Pimpinan di | terlibatsecara | n pimpinan langsung dalam
penyusunan dan | Poltekkes aktif secara aktif | penyusunan perencanaan
pemantauan Mataram dalam kegiatan
akuntabilitas penyusunan | - Pimpinan terlibat secara
kinerja dan langsung dalam
pencapaian penyusunan penetapan
kinerja Kinerja
secara - Pimpinan memantau
berkala pencapaian Kinerja
Pengelolaan Tim Laporan AKIP Peningkat | - Menyusun rencana
Akuntabilitas Penyusun dengan an kegiatan peningkatan
Kinerja LAKIP kualitas yang Akuntabil kualitas LAKIP
ditingkatkan itas - Membentuk Tim
sesuai kinerja penyusun LAKIP
pedoman institusi |- Menyusun LAKIP
- Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
peningkatan kualitas
LAKIP
Penyusun Tersusunnya Penerapan |- Menyusun rencana
Renstra dan | renstra dan Indikator kerja peningkatan
IKU RKT sebagai kerja kualitas indikator kerja
dokumen Utama utama (IKU)
perencanaan | perdasarka |- Menyusun Renstra
tahunan. ga[;]edoman - Melakukan sosialisasi
berorientasi dan evaluasi
hasil/outca
me
PENGUATAN PENGAWASAN
Pengendalian Unit Terbentuk Peningkat | -  Penetapan perangkat .
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Gratifikasi Gratifikasi unit an ketentuan pengendalian
pengendali penyelen Gratifikasi
gratifikasi dan ggaraan Public campaign
bekerja sesuai institusi tentang pengendalian
ketentuan pemerinta gratifikasi
han yang Penandatanganan
bersih komitmen penerapan
dan bebas Pengendalian
KKN Gratifikasi
Pembentukan unit
pengendalian
gratifikasi
Mengimplementasikan
system pengendalian
gratifikasi
Penerapan SPIP Peningkat Pembentukan Tim
system terlaksana an Sosialisasi -
Peneawasan sesuai len _o_slallsa3| manajemen
& penye risiko
Internal ketetapan ggaraan - -
Pemerintahan nstitusi P_e!atlhan Manajemen
(SPIP) pemerinta risiko ;
han yang Pemetaan manajemen
bersih risiko
dan bebas Pelak_sanaan .
KKN manajemen risiko
Pengaduan Terlaksana Peningkat Penyusunan pedoman
Masyarakat system WBS an dan pemetaan SOP
(Whistie Blowing penyelen WBS
System) ggaraan Pengembangan system
institusi —
pemerinta Sosialisasi system
han yang pengaduan _
bersih Implementasi sistem
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dan bebas WBS
KKN
4. | Penanganan Terlaksananya Menurun Mengidentifikasi
Benturan penanganan nya benturan kepentingan
Kepentingan benturan tingkat dalam tugas
kepentingan penyalah Mensosialisasikan
gunaan kebijakan penanganan
wewenan benturan kepentingan
g Mengimplementasikan
penanganan benturan
kepentingan
Mengevaluasi
penanganan benturan
kepentingan
VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. | Penetapan Unit Terimplement Meningk Penyusunan standar
standar Penjamin asinya atkan pelayanan
pelayanan di Mutu penggunaan kualitas Menyusun SOP standar
Poltekkes standar pelayana pelayanan
Mataram pelayanan n publik Melakukan revisi dan
dalam perbaikan standar
pelayanan pelayanan
publik
2. | Menerapkan Seluruh Diterapkannya Meningk Penyusunan dan
Budaya Sivitas budaya atkan penetapan budaya
pelayanan prima | akademika | pelayanan pelayana layanan prima
prima di n prima Sosialisasi budaya
Institusi sesuai pelayanan prima
kebutuha System reward and
n dan punishment bagi
harapan pelaksanaan layanan
masyarak (Pemberian beasiswa,
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at predikat dosen
berprestasi dll)
Melakukan Unit Terdapat Meningk Melakukan survey
penilaian Penjamin peningkatan atkan kepuasan proses
kepuasan Mutu kepuasan pelayana pendidikan
terhadap terhadap n dan Melakukan survey
pelayanan pelayanan mempero kepuasan pengguna
yang diberikan leh lulusan

masukan Menganalisis hasil

untuk survey dan melakukan

peningkat tindak lanjut

an dan

pengemb

angan

institusi

kedepan

Mengetahui
Direktur Politeknik Kesehatan Mataram kemenkes RI.

H. Awan Dramawan,S.Pd.,M.Kes
NIP. 196402081984011001
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